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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Kedudukan dan Fungsi Normatif Rekam Medis Dalam Praktik
Kedokteran Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan HukumTerhadap Dokter, Pasien dan
Fasilitas Kesehatan. Dimana aturan mengenai rekam medis dimuat padaUndang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes No. 269/ MENKES/
PER/ III/ 2008 tentang rekam medis serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Adapun pengertian dari rekam medis berdasarkan Pasal 1 ayat  (1) Permenkes No. 269/
MENKES/ PER/ III/ 2008 tentang rekam medis. Rekam Medis adalah berkas yang
berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,
tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dokter, pasien, dan
fasilitas kesehatan adalah tiga subyek hukum yang terkait dalam bidang pemeliharaan
kesehatan dalam mewujudkan kesehatan yang optimal serta membentuk hubungan
hukum dan menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya hak dan kewajiban dalam
praktik kedokteran tersebut dalam hal ini hak dan kewajiban membuat rekam medis dan
menerima rekam medis maupun pertanggung jawaban terhadap rekam medis dimana
ketiga subyek hukum tersebut berhak mendapatkan perlidungan hukum atas dasar
keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum, dan
fungsi normatif rekam medis dalam perlindungan hukum baik terhadap dokter, pasien
dan fasilitas kesehatan. Penulisan skripsi ini termasuk dalam penelitian normatif. Jenis
bahan hukum dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang bersifat sekunder dan
menggunakan sumber hukum yang bersifat sekunder dan menggunakan sumber hukum
baik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan
hukum tersier.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Hukum bukan hanya mengatur, atau hanya

menjaga ketertiban, tetapi juga memberikan perlindungan. Salah satu hal yang

diatur dan dilindungi oleh hukum adalah tentang kesehatan. Kesehatan juga

merupakan suatu hal yang penting karena sangat dibutuhkan untuk melakukan

segala kegiatan dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang dalam kondisi yang

tidak sehat, tentu akan menghambat aktivitas yang akan dilakukannya.

Hukum yang mengatur tentang kesehatan ini dikenal dengan istilah

hukum kesehatan. Guna mewujudkan kesehatan yang optimal bagi setiap orang,

diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang

kesehatan. Hukum kesehatan sendiri adalah rangkaian peraturan perundang-

undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medis dan sarana

medis.1

Dokter, pasien, dan fasilitas kesehatan adalah tiga subyek hukum yang

terkait dalam bidang pemeliharaan kesehatan dalam mewujudkan kesehatan yang

optimal. Ketiganya membentuk hubungan terapeutik maupun hubungan hukum

antara dokter, pasien dan fasilitas kesehatan. Secara umum pelayanan kesehatan

1 Hendrik, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: EGC, 2014, hlm.24



dapat dibedakan atas pelayanan kedokteran (medical service) dan pelayanan

kesehatan masyarakat (public health service). Kedua jenis pelayanan ini

mempunyai karakteristik yang berbeda tentunya.2

Pelayanan kedokteran lebih ditujukan pada upaya-upaya pengobatan

penyakit dan pemulihan kesehatan dengan sasaran utamanya adalah perorangan

atau individu yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut.

Pelayanan kesehatan masyarakat umumnya diselenggarakan secara bersama-

sama dalam suatu organisasi bahkan harus mengikut sertakan potensi masyarakat

secara keseluruhan. Upaya kesehatan yang ditujukan lebih pada penekanan

upaya-upaya promosi (promotif) dan pencegahan (preventif). Upaya-upaya

kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, berjenjang,

profesional dan bermutu serta tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah, norma

sosial budaya, moral dan etika profesi.3

Dalam hal ini, penyedia jasa kesehatan maupun tenaga kesehatan perlu

menyediakan pencatatan yang berisi tentang penyakit pasien atau diagnosa

penyakit pasien yang disebut rekam medis. Pada kegiatan pelayanan kesehatan

pencatatan rekam medis sangatlah penting, karena adanya rekam medis, tenaga

kesehatan dapat mengerti riwayat penyakit dari si pasien tersebut serta

penanggulangannya. Selain itu rekam medis juga merupakan rahasia kedokteran

karena berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi

dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien.

2Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm.23.
3Ibid, hlm.24.



Rekam medis sendiri adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang

pasien yang berisi indentitas, pemeriksaaan, pengobatan dan tindakan medis lain

pada sarana kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap, baik yang dikelola

pemerintah ataupun swasta.4

Setiap sarana kesehatan mewajibkan dokter atau tenaga kesehatan lainnya

yang mempunyai kuasa untuk membuat rekam medis sesudah pasien

mendapatkan pelayanan kesehatan dari sarana pelayan tersebut. Salah satu unsur

utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya

pelayanan medis oleh dokter dan dokter gigi dengan kualitasnya terpelihara

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran. Sebagai salah satu fungsi pengaturan dalam Undang-undang Praktik

Kedokteran maka yang dimaksud adalah pengaturan tentang rekam medis yaitu

pada pasal 46 dan pasal 47.5

Dokter yang merawat pasien bertanggung jawab atas kelengkapan dan

keakurasian pengisian rekam medis. Di dalam praktik memang dapat saja

pengisian rekam medis dilakukan oleh perawat, namun dokter yang merawat

pasienlah yang bertanggungjawab. Kelengkapan dan keakurasian isi rekam medis

sangat bermanfaat, bagi perawatan dan pengobatan pasien sebagai bukti hukum

bagi rumah sakit dan dokter, maupun bagi kepentingan penelitian medis dan

administratif. Di samping fungsi dan tujuannya untuk memberikan fasilitas taraf

pelayanan kesehatan yang tinggi, rekam medis juga dapat dipergunakan sebagai

4Alexandra Ide,Etika dan Hukum Pelayanan Kesehatan,Yogyakarta: Grasia, 2012, hlm.15.
5Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.



bahan pendidikan dan penelitian. Sedangkan di bidang hukum, rekam medis

digunakan untuk bahan pembuktian di sidang peradilan dan sarana

mengembalikan ingatan para pihak yang berperkara.6

Kepemilikan rekam medis sering menjadi perdebatan di kalangan

kesehatan, karena dokter beranggapan bahwa mereka berwenang penuh terhadap

pasiennya akan tetapi petugas rekam medis bersikeras mempertahankan berkas

rekam medis di lingkungan kerjanya. Disisi lain, pasien sering memaksa untuk

membawa atau membaca berkas yang memuat riwayat penyakitnya.7 Dalam

Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, pasal 12ayat (1)

menyatakan bahwa berkas rekam medis milik saranan pelayanan kesehatan, Ayat

(2) menyatakan bahwa: isi rekam medis merupakan milik pasien. Hal ini

mengandung arti bahwa pasien berhak tahu tentang isi rekam medis.8

Dalam undang-undang praktik kedokteran ditegaskan bahwa rekam medis

adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien,

pemeriksaan, pengobatan, tindak dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada

pasien. Lebih lanjut ditegaskan dalam Permenkes No. 269/ MENKES/ PER/ III/

2008 pada pasal 13 ayat (1) bahwa rekam medis dapat dimanfaatkan/digunakan

sebagai pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien,alat bukti dalam proses

penegakan hukum, disiplin kedokteran, penegakan etika kedokteran dan

6Soerjono Soekanto dan Herkutanto, Pengantar Hukum Kesehatan, Bandung: Penerbit
Remadja Karya, 1987, hlm. 146.

7http://healthiskesehatan.blogspot.co.id/2011/03/kode-etik-dan-pekerjaan-rekam-medis.html
diakses tanggal 2 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB

8Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008.



kedokteran gigi bagi profesi kedokteran, keperluan pendidikan dan penelitian,

dasar pembiayaan biaya pelayanan kesehatan, data statistik kesehatan.9

Fenomena yang beberapa waktu lalu terjadi yaitu kasus Direktur Utama

dan Manajer Klaim PT Asuransi Allianz Life Indonesia ditetapkan sebagai

tersangka karena tidak mencairkan klaim asuransi nasabah. Allianz berkeras

tidak mencairkan asuransi korban karena tidak dilengkapi dengan rekam

medis.Penetapan tersangka Joachim Wessling (Direktur Utama PT Asuransi

Allianz Life Indonesia) dan dr Yuliana Firmansyah (Manajer Klaim PT Asuransi

Alianz Life Indonesia) dilakukan pada akhir September 2017. Pelapor kasus ini

merupakan klien asuransi kesehatan dari produk Asuransi Allianz sejak 22

September 2016. 10Korban mengalami sakit dan beberapa kali dirawat inap di RS

Omni Tangerang pada November 2016 dan Desember 2016. Kemudian pada

Januari 2017, korban sakit lagi dan dirawat di RS Mayapada.Karena merasa

memiliki asuransi, korban saat itu tidak terlalu mengkhawatirkan biaya

pengobatannya selama rawat inap itu, yang mencapai sekitar Rp 19 juta. Korban

kemudian mengklaim biaya perawatannya itu ke pihak Allianz pada Maret 2017.

Namun pihak Allianz menolak mencairkan lantaran korban kurang persyaratan,

yaitu korban harus melampirkan surat rekam medis. Korban kemudian meminta

rekam medis ke rumah sakit. Pihak rumah sakit menjelaskan rekam medis itu

bersifat rahasia dan tidak boleh keluar, sehingga korban kembali ke Allianz dan

9Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008.
10https://news.detik.com/berita/3660117/dirut-allianz-jadi-tersangka-polisi-asuransi-minta-

rekam-medis, Diakses tanggal 25 Januari 2018, Pukul 16.55WIB



memberitahukan hal itu. Tapi Allianz ini bersikeras meminta rekam medis,

padahal korban sudah menjelaskan bahwa pihak rumah sakit tidak mau

mengeluarkan rekam medis sesuai permenkes karena itu sifatnya rahasia. Hingga

akhirnya korban melaporkan pihak asuransi ke Polda Metro Jaya. Korban merasa

ditipu, karena tidak sesuai dengan janji di awal. Penyidik kemudian menyidik

perkara itu sejak 8 Mei 2017. Hingga akhirnya, setelah pemeriksaan sejumlah

saksi dan ahli, penyidik menetapkan Joachim dan Yuliana sebagai tersangka.

Syarat penyertaan rekam medis terhadap kliennya ternyata ditentukan sepihak

dan mengada-ada oleh Allianz. Sejatinya, korban telah memenuhi persyaratan

klaim secara lengkap berdasarkan buku polis. Allianz sengaja membuat syarat

yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh nasabah. Dengan begitu, perusahaan

tersebut mendapatkan keuntungan lantaran tidak perlu mencairkan klaim nasabah

yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.11 Permintaan rekam medis

lengkap adalah melanggar hukum karena dalam Permenkes No 269/ MENKES/

PER/ III/ 2008 tentang rekam medis, hak pasien hanyalah resume medis, berupa

ringkasan catatan medis yang umumnya hanya 1-2 halaman. Berdasarkan pasal

12, berkas rekam medis memang dimiliki oleh sarana pelayanan kesehatan,

dalam hal ini rumah sakit. Namun, isi rekam medis yang boleh dicatat, disalin,

dan diberikan kepada pasien adalah dalam bentuk ringkasan rekam medis.12

11Ibid.
12Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan No 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam

Medis.



Fenomena lainnya yaitu pasangan suami istri (Pasutri) Tety Rihardini

(36) dan Yudi Purnomo (44). Pasutri warga Desa Kebaron, Tulangan, Sidoarjo,

Jawa Timur itu kini telah ditinggal Ahmad Ahza Zadittaqwa, putra yang

dicintainya untuk selama-lamanya. Kepergian putra yang masih berusia 21 bulan

itu menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, Ahza diduga merupakan korban

malapraktik ketika dirawat di Rumah Sakit (RS) Aisyiyah Siti Fatimah Sidoarjo.

Tety tahu persis persoalan putranya yang diduga menjadi korban dugaan

malapraktik itu, dia paham tentang dunia medis karena berprofesi sebagai dosen

kebidanan di Universitas Adi Buana Surabaya, Ia menceritakan putranya dibawa

ke RS Aisyiyah Siti Fatimah, Pada pukul 08.00 WIB, karena kondisi badannya

panas, flu, lemas dan muntah. Putranya lalu masuk ke IGD. Hampir 3 jam, Ahza

akhirnya dimasukkan ke ruang perawatan. Selang dua jam, perawat melakukan

injeksi dengan dalih agar tidak muntah, lalu diberikan melalui intravena. Namun

selang satu jam, bibir putranya membengkak. Tety meminta agar segera dibawa

ke HCU, namun ketika di ruangan itu tidak ada peralatan yang berfungsi dokter

tanpa ada petalatan yang standar, lalu dipompa begitu saja. Tepat pukul 21.30

WIB putranya dinyatakan meninggal. Selepas meninggalnya putranya itu, Tety

belum diberikan rekam medis dari pihak rumah sakit. Tety lalu melaporkan ke

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) melalui kuasa

hukumnya.13

13https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-korban-malapraktik-ahza-meninggal-dengan-
kondisi-mengenaskan.html diakses tanggal 25 Januari 2018, Pukul 16.58.



Pencatatan atau perekaman tindakan medis dilakukan oleh Tenaga

Kesehatan, dituliskan atau diarsipkan dalam bentuk Rekam Medis. Adapun yang

dimaksud Tenaga Kesehatan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat,

bidan, analis farmasi, asisten apoteker, entomolog kesehatan, mikrobiolog

kesehatan,  penyuluh  kesehatan,  administrator  kesehatan,  sanitarian,

nutrisionis dan dietisien, okupasiterapis dan terapis wicara, radioterapis, teknisi

gigi, teknisi elektromedis,  analis  kesehatan,  refraksionis  optisien,  othotik

prostetik,  teknisi tranfusi dan perekam medis.14

Rekam medis yang lengkap dan cermat adalah syarat mutlak bagi bukti

dalam kasus kasus medikolegal. Selain itu, kegunaan rekam medik dapat dilihat

dari beberapa aspek antara lain15:

a. Aspek administrasi
Rekam medis mempunyai arti administrasi karena isinya menyangkut
tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab bagi tenaga
kesehatan

b. Aspek medis
Rekam medis mempunyayi nilai medis karena catatan tersebut dipakai
sebagai dasar merencanakan pengobatan dan perawatan yang akan
diberikan.

c. Aspek hukum
Rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut
adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam usaha
menegakkan hukum serta bukti untuk menegakkan keadilan.

d. Aspek keuangan
Rekam medis dapat menjadi bahan untuk menetapkan pembayaran
biaya pelayanan kesehatan.

14Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
15Bhekti Suryani, Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, Yogyakarta:Dunia

Cerdas, 2013, hlm.62.



e. Aspek penelitian
Rekam medis mempunyai nilai penelitian karena mengandung data
atau informasi sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang kesehatan.

f. Aspek pendidikan
Rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena menyangkut data
informasi tentang perkembangan kronologis pelayanan medis terhadap
pasien yang dapat dipelajari.

g. Aspek dokumentasi
Rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena merupakan
sumber yang harus didokumentasikan yang dipakai sebagai bahan
pertanggung jawaban dan laporan.

Dari sudut pembuktian hukum perdata di pengadilan terkait kesalahan di bidang

kesehatan16:

a. Yang diutamakan dalam proses pembuktian perkara perdata di

pengadilan adalah kebenaran formil, artinya pembuktian yang

hanya memerlukan bukti-bukti tertulis;

b. Pihak manapun yang dapat membuktikan dalil - dalil kebenaran

dalam persidangan secara formil, maka orang yang bersangkutanlah

yang dimenangkan oleh pengadilan;

c. Rekam medis mempunyai kedudukan yang kuat untuk dijadikan

bukti tertulis untuk pembelaan dihadapan hukum, keseluruhan atau

sebagian dari informasinya dapat dijadikan bukti untuk mendukung

upaya pembelaan bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan khususnya

dokter;

16Tjen D.W, Aspek Hukum dan Etika Rumah Sakit, 2013, Jurnal Ilmiah Kesehatan, 5(3),
Sept 2013.



d. Gugatan perdata terkait dengan perbuatan melanggar hukum dan

ganti rugi, karena adanya unsur kesalahan/kelalaian ringan yang

dilakukan dokter, dan perbuatan dokter menjadi penyebab langsung

atas terjadinya kerugian/cedera ringan yang diderita pasien.

Apabila terjadi suatu kesalahan medis, Rekam medis dapat menjadi salah

satu berkas yang memberikan perlindungan hukum baik terhadap dokter, pasien,

dan fasilitas kesehatan serta menjadi acuan bagi pemberi layanan kesehatan

dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak

melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul

“Kedudukan dan Fungsi Normatif Rekam Medis Dalam Praktik Kedokteran

Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Dokter, Pasien, dan

Fasilitas Kesehatan”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana kedudukan hukum rekam medis dalam praktik kedokteran?

b. Apa fungsi normatif rekam medis dalam praktik kedokteran yang didasari

oleh hubungan terhadap dokter, pasien, dan fasilitas kesehatan?

c. Bagaimana rekam medis dalam praktik kedokteran dari perspektif

perlindungan hukum terhadap dokter, pasien, dan fasilitas kesehatan?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis kedudukan hukum rekam medis dalam praktik

kedokteran.

b. Untuk menganalisis fungsi normatif rekam medis dalam praktik kedokteran

yang didasari oleh hubungan terhadap dokter, pasien, dan fasilitas

kesehatan.

c. Untuk mengetahui rekam medis dalam praktik kedokteran dari perspektif

perlindungan hukum terhadap dokter, pasien, dan fasilitas kesehatan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari  penelitian  ini  adalah  mencakup  kegunaan

teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan  penelitian  ini  secara  teoritis  adalah  memberikan  sumbangan

terhadap pengembangan ilmu hukum kesehatan, yaitu hal-hal yang berkaitan

dengan kedudukan hukum dan fungsi normatif rekam medis dalam praktik

kedokteran ditinjau dari perspektif perlindungan hukum terhadap dokter,

pasien dan fasilitas kesehatan. Serta hasil penelitian  ini  dibuat sebagai  salah

satu  syarat  untuk  memperoleh  gelar  Sarjana Hukum pada Program Studi

Ilmu Hukum Strata 1 (S-1)  Universitas Sriwijaya.



2. Kegunaan Praktis

a. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  bagi  masyarakat  dalam

memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum

kesehatan dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan

bagi dokter, pasien, maupun fasilitas kesehatan pada khususnya untuk

menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan

dalam rangka  pembaharuan  hukum  kesehatan  mengenai kedudukan

hukum dan fungsi normatif rekam medis dalam praktik kedokteran dari

perspektif perlindungan hukum terhadap dokter, pasien dan fasiltas

kesehatan.

b. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  acuan bagi

para tenaga kesehatan dalam mengupayakan pelayanan kesehatan terhadap

pasien.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Tujuan Hukum

a. Teori Etis

Tujuan hukum yang semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori

ini,isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita

mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Menurut Ulpianus

keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan setiap

orang apa yang semestinya. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh

Aristoteles filsuf Yunani dalam bukunya Ethica Nicomachea dan



Rhetorica yang menyatakan “hukum mempunyai tugas yang suci yaitu

memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya”.17Menurut

Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua yaitu18:

1) Teori Keadilan Distributif :
yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut
jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang
mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya,
melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.

2) Teori Keadilan Kumutatif :
yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama
banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Artinya hukum
menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau
sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing.

b. Teori Campuran

Teori ini dikemukakan oleh Mochtar Kusmaatmadja bahwa tujuan pokok

dan pertama dari hukum adalah ketertiban serta tercapainya keadilan yang

berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.19

c. Teori Damai Sejahtera

Menurut teori ini dalam keadaan damai sejahtera (peace) terdapat

kelimpahan, yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-

benar mendapatkan haknya dan adanya perlindungan bagi rakyat. Hukum

harus dapat menciptakan damai dan sejahtera bukan sekedar ketertiban.20

Kedudukan dan fungsi hukum rekam medis dalam praktik kedokteran

17E.Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta : Ikhtiar, 1989, hlm. 20.
18Ibid.
19Ibid.
20Ibid



bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tercapainya keadilan, dan

menciptakan ketertiban dan kedamaian.

2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, menurut M. Hadjon bahwa

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat

preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah

bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan

perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,

termasuk penanganannya di lembaga peradilan.21 Rekam medis didalam

praktik kedokteran dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum

terhadap dokter, pasien dan fasilitas kesehatan baik berupa perlindungan yang

bersifat preventif maupun resprensif.

3. Teori Perjanjian

Pengobatan pasien di fasilitas kesehatan merupakan suatu kesepakatan

yang terjadi antara dokter, pasien dan fasilitas kesehatan. Pasien dalam hal

ini sebagai pihak yang meminta jasa dokter untuk menyembuhkan penyakit

yang dideritanya dengan melakukan tindakan medis atau upaya medis.

Sedangkan dokter dalam hal ini sebagai pihak yang diminta jasanya tersebut

oleh pasien serta fasilitas kesehatan sebagai penyedia sarana dalam proses

perawatan pasien. Dengan adanya kesepakatan tersebut lahirlah suatu

21 Satjipto Raharjo,Op.Cit,hlm.54.



perjanjian penyembuhan antara dokter dan pasien yang kemudian dikenal

dengan transaksi teraupetik. Transaksi teraupetik adalah suatu perjanjian

yang obyeknya adalah pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Transaksi

teraupetik termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan jasa khusus

sebagaimana pasal 1601 KUH Perdata.22 Syarat sahnya perjanjian teraupetik

sebagaimana perjanjian pada umumnya di tuangkan dalam pasal 1320 KUH

Perdata, yaitu23 :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
1. Kecakapan membuat suatu perjanjian,
2. Suatu hal tertentu.
3. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena kedua

syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan

perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena

mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang

dilakukan.24 Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan, bahwa

tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu,

dan untuk tidak berbuat sesuatu. Pasal ini berkaitan dengan hak akan suatu

prestasi yang seharusnya didapat satu pihak dan hak atas suatu prestasi yang

harus didapat oleh pihak lain. Apabila terjadi perikatan, hak pihak yang satu

22Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
23Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
24Subekti.R., Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1991, hlm.17.



atas suatu prestasi tersebut dapat berupa suatu barang atau berupa perbuatan

pihak lain atau pihak lain tidak melakukan suatu perbuatan. Suatu perjanjian

mengandung beberapa asas kebebasan berkontrak sebagai asas pembuatan

perjanjian atau kekuatan mengikat perjanjian. Kebebasan tersebut adalah dalam

hal bentuk maupun isi perjanjian.25 Pengobatan pasien dengan dokter dan

fasilitas kesehatan merupakan kesepakatan untuk kemudian melahirkan suatu

perjanjian. Para pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual

bebas menentukan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing,

sepanjang hal itu disepakati semua.

4. Teori Pembuktian

Alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan

penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah

Hakim. Pada umumnya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Salah satu

contohnya adalah alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian

mengikat bagi Hakim maupun para pihak dan sebaliknya.26 Pada saat menilai alat

bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal

ini terdapat dua teori, yaitu27:

1) Teori Pembuktian Bebas
Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang
beperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-
Undang,maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

25Ibid
26Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. Bandung: PT

Alumni, 2013, Cetakan ke2,hlm.40.
27Ibid, hlm,53.



2) Teori Pembuktian Terikat
Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang
beperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti
yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:
a) Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan
penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu

b) Teori Pembuktian Positif
Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan
penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

c) Teori Pembuktian Gabungan
Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam
menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas
yang penting dalam hukum pembuktian perdata.28

Bedasarkan teori tersebut maka rekam medis dapat menjadi alat bukti surat

maupun alat bukti ahli yang mendasari pembuktian dalam sengketa hukum

kesehatan serta menjadi pertimbangan hakim untuk menilai pembuktian perdata.

5. Teori Hubungan Hukum Dalam Praktik Kedokteran

Menurut contract theory, hubungan antara pemberi layanan kesehatan dengan

pasien timbul jika seorang pemberi layanan kesehatan menyetujui untuk merawat

pasien dengan imbalan honor atas jasa yang telah dilakukannya, sedangkan

menurut underthaking theory, hubungan antara pemberi layanan kesehatan

dengan pasien timbul jika seorang pemberi layanan kesehatan merelakan dirinya

untuk memberikan perawatan terhadap pasien.29

28Ibid
29Hendrik, Op.cit hlm.43



F. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) kedudukan dibedakan

menjadi pengertian kedudukan (status) dan kedudukan (social status) kedua

istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu suatu status atau posisi.30

Sedangkan definisi hukum menurut Uretcht, hukum adalah himpunan

peraturan-peraturan yaitu yang mengandung perintah, dan larangan yang

mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh

masyarakat itu.31 Rekam medis memiliki kedudukan hukum karena isinya

menyangkut masalah jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam

rangka  usaha menegakan hukum dan pengembangan hukum baru yang lebih

baik serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakan keadilan.

2. Fungsi Normatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fungsi adalah kegunaan

suatu hal bagi hidup suatu masyarakat sedangkan normatif berarti berpegang

teguh pada norma,aturan atau ketentuan-ketentuan tertentu.32 Maka dapat

disimpulkan fungsi normatif rekam medis adalah kegunaan atau manfaat

rekam medis yang berpegang teguh pada norma,aturan maupun ketentuan-

ketentuan yang berlaku.

30http//kbbi.web.id/diakses tanggal 1 Februari 2018 , Pukul 18.44 WIB.
31M.L Tobing SH , Sekitar Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm.8.
32http//kbbi.web.id/diakses tanggal 1 Februari 2018 , Pukul 18.48 WIB.



3. Rekam Medis

Rekam medis adalah catatan yang mencerminkan segala informasi yang

menyangkut seorang pasien yang akan dijadikan dasar dalam menentukan

tindakan  lebih  lanjut dalam  upaya pelayanan medis  maupun  tindakan

medis lainnya yang diberikan kepada seorang pasien. Atau menurut teknis

medis, rekam medis adalah keterangan baik yang  tertulis maupun yang

terekam tentang identitas, anamnesis, penentuan fisik laboratorium, diagnosis

segala pelayanan dan tindakan medik uang diberikan kepada pasien serta

pengobatan yang rawat inap, rawat jalan,dan pelayanan gawat darurat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ MENKES/ PER/ III/

2008 tentang Rekam Medis bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan

catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,

tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.33

4. Praktik Kedokteran

Praktik kedokteran menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK, praktik kedokteran adalah

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam

melaksanakan upaya kesehatan.34

33Hendrik Op.cit. hlm.73.
34Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No.269 tahun 2008 tentan Rekam Medis



5. Upaya Kesehatan

Upaya kesehatan adalah segala upaya-upaya kesehatan yang diselenggarakan

dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kualitatif dan

rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu menyeluruh dan

berkesinambungan.35

6. Prerspektif

Menurut Sumaatmadja dan Winardit perspektif merupakan cara pandang

seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian

atau masalah. Sedangkan menurut Suhanadji dan Waspada, perspektif

merupakan cara pandang atau wawasan seseorang dalam menilai masalah

yang terjadi di sekitarnya.36 Jadi perspektif merupakan cara pandang yang

muncul akibat kesadaran seseorang terhadap suatu isu yang terjadi. Perspektif

hukum untuk dapat dijadikan penambah wawasan mengenai rekam medis dari

sudut pandang atau penilaian perlindungan hukum terhadap dokter, pasien,

dan fasilitas kesehatan.

7. Kesehatan

Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan

ekonomis.37

35Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , LN R.I Nomor 144 tahun 2009,
TLN R.I Nomor 5063

36Hendrik, Op.cit.hlm.73
37Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Depok: PT. Grafindo

Persada, 2017,hlm.200.



8. Kesalahan Medis

Menurut Guwandi kesalahan medis atau medical error merupakan suatu

kekeliruan, suatu peristiwa yang tidak dapat diduga akan terjadi yang tidak

dikehendaki dalam pemberian pelayanan medis yang dapat mengakibatkan

luka ataupun tidak sampai menimbulkan luka terhadap pasien38

9. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.39 Perlindungan hukum

adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum

korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi,

kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.40 Perlidungan hukum yang

dimaksud dalam penelitian ini ditujukan terhadap kepentingan dari hubungan

antara dokter, pasien, dan fasilitas kesehatan.

38http://www.scribd.com/mobile/doc/140813161/ Pengertian Medical Error Diakses tanggal
14 Februari 2018, Pukul 18.00 WIB.

39Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum., Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2000, hlm.33.
40Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008,

hlm.133.



10. Tenaga Kesehatan

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang

dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam

menjalankan pelayanan kesehatan.kesehatan juga harus mempunyai

kualifikasi minimum, dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan

dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, serta wajib memiliki

izin dari pemerintah bagi tenaga kesehatan tertentu.41 Tenaga kesehatan dapat

dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki antara

lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga

kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik,

tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya.  Tenaga kesehatan

yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (8) Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan terdiri dari42:

1) Tenaga medis terdiri dari dokter dan dokter gigi.
2) Tenaga keperawatan terdiri dari perawat dan bidan.
3) Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker, analis farmasi dan asisten

apoteker.
4) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog

kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator
kesehatan dan sanitarian.

5) Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan diefisien.
6) Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis

wicara.

41Ibid
42Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , LN R.I Nomor 144 tahun 2009,

TLN R.I Nomor 5063.



7) Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi
gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien,
othotik prostetik, teknisi tranfusi dan perekam medis.

Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran yang dimaksud dengan ”Petugas”

adalah dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan

pelayanan langsung kepada pasien sedangkan menurut Peraturan Pemerintah

No. 32 Tahun 1996, maka yang dimaksud petugas dalam kaitannya dengan

tenaga kesehatan adalah dokter gigi, perawat, bidan, dan keteknisian medis.

11. Dokter

Menurut pasal 1 ayat (2)  Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan

dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter

gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam

maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga dalam Permenkes R.I Nomor: 290/MENKES/PER/III/2008

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteraan di sebutkan bahwa yang dimaksud

dengan Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan

dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di

dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia

sesuai dengan peraturan perundang-undangan43

43Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor: 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteraan.



12. Pasien

Bedasarkan Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 pasien yang kompeten

adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan

atau telah/pernah menikah, tidak tergangggu kesadaran fisiknya, mampu

berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan

(retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu

membuat keputusan secara bebas.44 Dalam ketentuan umum Undang-Undang

Praktik Kedokteran pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi

masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan

secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.45

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pasien diartikan dengan orang sakit yang

dirawat dokter atau dapat juga diartikan dengan penderita (sakit).46 Menurut

kamus kesehatan, definisi pasien adalah seorang individu yang mencari atau

menerima perawatan medis.47 Berdasarkan pengertian - pengertian tersebut

maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pasien adalah setiap

orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh

pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak

langsung kepada dokter.

44Ibid.
45Ketentuan Umum Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
46http//kbbi.web.id/ diakses tanggal 1 Februari 2018 , Pukul 18.57
47http//kamus kesehatan.com/diakses tanggal 1 Februari 2018, Pukul 19.00.



13. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan ialah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif,

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.48

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat

(1) dapat berupa49:

a. puskesmas atau yang setara;
b. praktik dokter;
c. praktik dokter gigi;
d. klinik pratama atau yang setara; dan:
e. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.

Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa50:

a. klinik utama atau yang setara;
b. rumah sakit umum; dan;
c. rumah sakit khusus.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis

adalah penulisan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.51

48Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Th 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan
Kesehatan Nasional.

49Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Th 2013 tentang Pelayanan Kesehatan
Pada Jaminan Kesehatan Nasional

50Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Th 2013 tentang Pelayanan Kesehatan
Pada Jaminan Kesehatan Nasional



2. Pendekatan Penelitian

Bedasarkan jenis penelitian yang digunakan maka pendekatan penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute

Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan undang-undang

(Statute Approach) dilakukan dengan membedah semua undang-undang dan

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.52

3. Bahan Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan dari penelitian ini adalah

penelitian normatif. Pendekatan hukum normatif merupakan penelitian

kepustakaan yaitu terhadap data sekunder.53 Data sekunder di bidang hukum

(dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo

Soemitro, dapat dibedakan menjadi54:

a. Bahan hukum primer, ialah bahan-bahan hukum tersebut yang mempunyai

kekuatan hukum mengikat yaitu meliputi dasar-dasar hukum tentang

penyelenggaraan rekam medis yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Wajib Simpan

Rahasia Kedokteran
4) Peraturan Pemerintah Nomor 034/ BIRHUB/ 1992 tentang

Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit
5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 134 Tahun 1978 tentang Struktur

Organisasi  dan  Tata  Kerja  Rumah  Sakit  Umum  di  mana  antara

51Soerjono Soekanto,dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta; PT. Raja
Grafindo Persada, 2009, hlm.13.

52Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi,Jakarta: Kharisma Putra Utama,
2013, hlm.133.

53Ibid,hlm.158.
54Suratman, dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.66.



lain disebutkan bahwa salah satu sub bab bagian adalah pencatatan
medis.

6) Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor 269/MENKES/PER/III/2008
tentang Rekam Medis.

7) Permenkes Nomor 749 a/Men.Kes/Per/XII/ 1989 Tentang Rekam
Medis (Medical Record)

8) Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor: 290/ MENKES/ PER/
III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteraan

9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat   hubungannya

dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan hukum primer, meliputi55:

1) Hasil karya ilmiah para sarjana; dan

2) Hasil-hasil penelitian.

c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

misalnya56:

1) Bibliografi.

2) Indeks kumulatif.

3) Kamus.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Bedasarkan sumber bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka

dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum sekunder akan dilakukan

dengan metode survey book atau library research atau studi kepustakaan yaiu

dengan mencari,mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, hasil

55Ibid,hlm.202.
56Ibid



penelitian, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi

yang diangkat. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui

pemeriksaan (editing), penandaan (coding), penyusunan (reconstructing), dan

sistemasi (systematizing) bedasarkan urutan pokok bahasan dan sub pokok

bahasan.57

5. Analisis Bahan Penelitian

Bahan informasi penunjang yang diperoleh,dikumpulkan, dan dianalisis melalui

metode Deskriptif Analisis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan

hukum,yaitumenggambarkan dan membahas permasalahan dalam penelitian ini

sesuai dengan ketentuan perundang-undang-undangan yang berlaku.58

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis menggunakan logika berpikir

deduktif yaitu, penalaran yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan

konkrit dihadapi. Proses yang terjadi dalam penelitian ini adalah konkretisasi

karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan dalam keadaan

khusus.59

57Ibid,hlm.203.
58Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.194.
59Ibid
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